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ABSTRAK 

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Oleh: Muhammad Hazwan 

 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

pada bulan Februari 2020 sampai dengan Maret 2020. Penelitian ini dilakukan 

dengan tujuan umtuk mengetahui bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, kendala-kendala dalam memungut Pajak Daerah pada 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Maka penelitian ini menggunakan metode 

Kualitatif dan teknik pengumpulan data ini melalui observasi dan wawancara. 

Adapum manfaat dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan pemikiran atau solusi 

mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli 

Daerah. Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Siak menggunakan sistem official 

assessment system dimana fiskus atau pemungut pajak menghitung jumlah pajak 

terutang  dan self assessment system dimana WajibPajak menghitung, membayar, dan 

melaporkan pajak yang terutang sendiri. Dasar hukum Pajak Daerah terdapat pada 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Daerah untuk masing-masing 

daerah, dan Peraturan Bupati bagi setiap Kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian 

terhadap laporan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Siak tahun 2017-2019 mengalami 

peningkatan. Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Siak Tertinggi Tahun 2018 sebesar dengan persentase 46,39%.  

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Daerah  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna 

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan luas, dinamis dan 

bertanggung jawab sebagaimana dinamakan dalam undang-undang Nomor 23 

Tahun 2010 tentang pemerintah daerah. 

Pendapatan Asli Daerah yang antara lain bersumber dari pajak daerah dan 

retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu elemen sumber 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka dilakukan perubahan undang-undang yang 

menetapkan ketentuan-ketentuan  pokok yang menjadi pedoman kebijakan 

pajak daerah sehingga diharapkan pembinaan pajak daerah dan pajak pusat 

saling melengkapi. 

Dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 1997 tentag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  tentanng Pajak Daerah ditetapkan 

Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
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Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, Pajak Rokok. Sedengkan Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak 

Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air 

Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan, Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan.  

Pendapatan daerah memiliki peranan penting dalam menentukan 

kemandirian suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan 

menjadi sumber dana yang dapat dibiayai kegiatan pembangunan daerah. 

Oleh karena itu pemerintah harus menggali sumber Pendapatan Asli Daerah 

untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan pendapatan daerah yang 

berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah, dan pos lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Pajak Daerah di Kabupaten Siak nemiliki potensi yang cukup besar dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah Kabupaten Siak yang di 

tidak ada Peraturan Daerah hanya Pajak Parkir sedangkan Pajak Mineral 

Bukan logam dan Batuan yang potensi pajaknya tidak bisa di pungut karena 

tidak memiliki izin atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

bautan secara illegal. 

Provinsi Riau Khususnya Kabupaten Siak merupakan salah satu yang 

menjadikan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan kemandirian 
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daerahnya. Besarnya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan baiknya tingkat 

perekonomian pada daerah tersebut. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten 

Siak selalu menungkat setiap tahunnya bagaimana terlihat pada table 1.1 

dibawah ini: 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi Pajak Daerah  

2017-2019 

Tahun Target Realisasi Persentase 

2017 109.746.000.000 106.583.823.289 97,11% 

2018 99.770.032.475 107.709.226.433 107,95% 

2019 101.247.000.000 116.199.919.276 114,76% 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Pajak Daerah mempunyai peranan yang sangat pentingdalam membiayai 

penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di suatu daerah. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan 

salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah 

perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya 

potensi yang ada dikenakan pajak daerah. 

Jenis Pajak Daerah yang di pungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Siak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, 

Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2 ), 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ).  
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Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, Pemerintah Daerah 

Kabupaten Siak diharapkan dan dituntut mampu mengelola serta 

memaksimalkan potensi yang ada pada daerah demi kelangsungan dan 

kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber 

penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah. 

Dengan banyaknya sumber penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah, 

maka diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memiliki peluang untuk 

dapat meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah, sehingga kontribusi atau 

sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap PAD dinilai besar dan 

cukup dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan 

daerah di Kabupaten Siak.   

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK 

DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN SIAK” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Siak ? 

2. Apakah upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan 

Daerah/Pemerintah Kabupaten Siak dalam meningkatkan Penerimaan 

Pajak Daerah? 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak. 

2. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan 

Keuangan Daerah/Pemerintah Kabupaten Siak untuk meningkatkan 

Penerimaan Pajak Daerah. 

1.3.2.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, sebagai bahan tugas akhir dalam menyelesaikan studi 

DIII Administrasi Perpajakan dalam  memahami peran Badan 

Keuangan Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. 

2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menambah wawasan dan pengetahua 

tentang peran Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan 

penerimaan Pajak Daerah dan sebagai sarana informasi bagi 

Mahasiswa yang lain melakukan penelitian terhadap objek yang sama. 
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3. Bagi kantor, sebagao informasi tambahan dan masukkan untuk 

dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan bagaimana peran Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Siak dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. 

1.4. Metode Penelitian  

1.4.1.  Lokasi Penelitian 

 Lokasi Penelitian dilakukan Pada Kantor Badan Keuangan Daerah yang 

beralamat di Kompleks Perkantoran Tanjung Agung, Kelurahan Sungai 

Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. 

1.4.2.  Waktu Penelitian 

 Waktu Penelitian dilakukan oleh penulis dari bulan Februari sampai 

Maret 2020 di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

1.4.3.  Jenis Data 

  Adapun data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah adata primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

 Data yang diperoleh peneliti secara lansung (asli dari informan) 

melalui wawancara dengan kepala bidang penerimaan bagian 

Pendapatan Asli Daerah. 

b. Data Sekunder 

 Dara sekunder adalah data yang diperoleh dari peneliti dari sumber 

yang sudah ada. Yang menjadi sekunder pada penilitian ini ialah 
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data-data yang diperoleh dari referensi buku, data dari catatan, serta 

dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengn Pajak Daerah. 

1.4.4.  Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah: 

a. Wawancara  

Wawancara merupukan proses Tanya jawab dalam penelitian 

yang berlansung secara lisan mana dua orang atau lebih tatap 

muka mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau 

keterangan-keterangan. Wawancara adalah suatu suatu cara 

mencari data dengan mengajukan pertanyaan kepada pegawai 

ataupun petugas yang bersangkutan yang mengerti dibidang ini 

di Kantor Badan Keuangan Daerah. 

b. Studi Dokumentasi 

Dalam metode penelitian ini penulis menumpulkan data melalui 

pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data 

yang tersedia pada laporan yang relevan dengam objek penelitian 

untuk mendukung data yang sudah ada. 

1.4.5. Analisis Data  

Data penulis di peroleh juga dari dokumen, kemudian data tersebut 

dioleh sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam 

bentuk uraian kaliamat dengan diberi penjelasan, selanjutnya 

dianalisis dan dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang 

bertujuan untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami 

keseluruhan tugas akhir yaitu sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat 

penelitian, metode pengumpulan data, serta sisematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 

meliputi sejarah singkat Badan Keuang Daerah, Visi dan Misi Badan 

Keuangan Daerah, struktur organisasi Badan Keuangan Daerah, 

tugas pokok setiap seksi/unit kerja Badan Keuangan Daerah. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan praktek yang 

mendukung penelitian ini meliputi : pengertian pajak, fungsi pajak, 

pengelompokan pajak, pengertian pajak daerah, dasar hukum pajak 

daerah, jenis-jenis pajak daerah, objek , subjek, wajib pajak dan 

tarif, pengertian Pendapatan Aslis Daerah, Pajak Dalam Islam. 
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BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KANTOR BADAN KEUANGAN 

DAERAH KABUPATEN SIAK 

2.1. Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Adapun Perusahaan/Instansi tempat penulis melaksanakan penelitian  adalah 

di Kantor Badan Keuangan Daerah yang beralamat di Komplek Perkantoran 

Tanjung Agung, Kelurahan Sungai Mampura Kecamatan Mampura, 

Kabupaten Siak. . 

2.2. Sejarah Singkat Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Badan  Keuangan  Daerah  Kabupaten   Siak  dibentuk   berdasarkan 

Peraturan Daerah Nomor  8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut 

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan 

daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan 

daerah di bidang Keuangan.Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala 

Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
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melalui Sekretaris Daerah.Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 

Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. 

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut:  

a. Kepala Badan 

b. Sekretaris, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Perencanaan; dan 

3. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Pembiayaan, membawahi : 

1. Sub Bidang Anggaran; 

2. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan 

3. Sub Bidang Perbendaharaan. 

 

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi : 

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; 

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan; dan 

3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. 

e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi : 

1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan; 

2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan; dan 
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3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-

undangan. 

f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi : 

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB; 

2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan 

3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi. 

g. Bidang Aset, membawahi : 

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi; 

2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan 

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset. 

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

i. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

2.3. Visi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak 

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan 

cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan 

tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu 

pada batasan tersebut, maka didalam Renstra Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Siak 2016-2021 ditetapkan visi “Terwujudnya Kabupaten Siak 

yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan 

Berbudaya Melayu serta Menjadikan Kabupaten Siak sebagai Tujuan 

Utama Pariwisata di Sumatera”. 

2.4. Misi Badan Keuangan daerah Kabupaten Siak 
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Misi merupakan sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Instansi 

Pemerintah sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan 

dan merealisasikan Visi dimaksud, maka ditetapkan Misi Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Siak khususnya Misi Kelima yaitu “mewujudkan tata 

kelola kepemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang 

prima”, dengan tujuan sebagai berikut : 

1. Berjalannya sistsem pemerintahan yang desentralistis melalui 

implementasi desentralisasi politik, keuangan dan administrasi. 

2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan dan 

akuntabel. 

3. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kelembagaan pemerintah daerah. 

2.5. Tujuan 

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut diatas, sebagai 

unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Siak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut : 

1. Meningkatkan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD 

secara berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi 

pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya. 

2. Meningkatkan kualitas sistem psengelolaan keuangan daerah. Sasarannya 

adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang 

ditetapkan. 

3. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah 

terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas. 
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2.6. Tugas 

Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tugas 

pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang 

pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bngunan, dan pajak 

daerah lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

2.7. Fungsi 

a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai 

dengan visi dan misi daerah; 

b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah; 

c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang 

pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, 

lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan; 

d. Pembinaan dan pengendaliaan pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-

bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional; 

e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang 

berlaku; dan 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang 

tugasnya  
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2.8. Uraian Tugas (Job Description) Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Siak 

a. Kepala Badan 

Tugas : membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang 

Keuangan. 

b. Sekretariat 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. 

Tugas : membantu Kepala Badan dalm menyusun kebijakan, 

mengordinasian bidang-bidang, membina, melaksanakan dan 

mengendalikan adminsitrasi umum, keuangan, sarana prasarana, 

ketenagaan, kerumahtanggan dan kelembagaan. 

Sekretariat terdiri dari 3 Sub Bagian yaitu : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Perencanaan 

3. Sub Bagian Keuangan 

c. Bidang Pembiayaan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris. 

Tugas :melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan. 

1. Sub Bidang Anggaran 

2. Sub Bidang Belanja Pegawai 

3. Sub Bidang Perbendaharaan 
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d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris, 

Tugas :melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan. 

Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari 3 Sub Bidang, yaitu : 

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan 

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan 

3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi 

e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris, 

 Tugas :melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan. 

1. Sub Bidang Subbidang Pendaftaran 

2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan 

3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-

undangan 

f.  Bidang PBB dan BPHTB 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris. 

Tugas :melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB. 
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Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB 

2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB 

4. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi 

g. Bidang Aset 

Berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan 

melalui Sekretaris , 

Tugas :melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan 

pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset. 

Bidang Aset terdiri dari 3 Sub Bidang yaitu : 

1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi 

2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi 

3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset 

h. Unit Pelaksana Teknis 

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional 

Badan.Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan bidang operasionalnya; 

b. Pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional. 
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i. Kelompok Jabatan Fungsional 

 Kelompok Jabatan SWFungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam 

jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok 

sesuai dengan bidang keahliannya. 

 Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang 

diangkat oleh Bupati. 

 Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati 

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 
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2.9. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 

Gambar: 2.1  

 

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2019 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan analisis tingkat kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Siak 2017-2019 menunjukan bahwa tahun 2017 

memiliki kontribusi sebesar 39,76% dengan total penerimaan Pajak Daerah 

sebesar Rp. 106,012,729,234 pada tahun 2018 memiliki kontribusi  sebesar 

46,39% dengan total penerimaan Pajak Daerah Rp. 107.709.226.433 dan 

tahun 2019 memiliki kontribusi sebesar 45,31% dengan total penerimaan 

Pajak Daerah sebesar Rp.  116,199,919,276. Yang paling besar penerimaan 

Pajak Daerahnya adalah Pajak Penerangan Jalan yang berkontribusi sekitar 

30% setiap tahunnya 2017 sebesar 30,69%, 2018 sebesar 32,41%, 2019 

sebesar 29,76% sedangkan yang paling rendah adalah Pajak Hiburan yang 

berkontrribusi tidak lebih dari 0,10% setiap tahunnya 2017 sebesar 0,03, 2018 

sebesar 0,05%, 2019 sebesar 0,07%. 

2. Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah/pemerintah Kabupaten 

Siak untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah adalah membentuk tim 

penertiban pajak, melakukan perjanjian sama dengan bank Riau Kepri terkait 

pemasangan alat perekam data transaksi usaha hotel, restoran,hiburan, 

Menerapkan sanksi dan denda berupa sanksi administrasi dan denda atas 

keterlambatan dalam membayar pajak. 
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4.2.SARAN 

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak untuk harus meningkatkan 

kesadaraan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan 

melaksanakan sosialisasi baik lansung maupun menggunakan media. 

2. Pemerintah Kabupaten Siak sebaiknya menggusahakan untuk membentuk 

online tax transaction supaya dapat dilakukan secara efesien dan efektif 

serta dapat digunakan untuk meminimalisir kecurangan. 
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